
PERATURAN BUPATI LUWU UT ARA 

NOMOR 2e TAHUN 2008 

T E N T  A N G  

PENYERTAAN SAHAM 
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UT ARA 

PADA PT. BANK SULSEL TAHAP II (KEDUA) 
T AHUN ANGGARAN 2008 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UT ARA, 

Menirnbang : a. bahwa sehubungan dengan penambahan penyertaan modal saham 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada Pf.Bank Sulsel Tahun Anggaran 
2008, dipandang perlu menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara pada Pf. Bank Sulsel Tahap II (Kedua) Tahun 
Anggaran 2008; 

b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada 
Pf. Bank Sulsel Tahap II (Kedua) telah dianggarkan dalam Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
Anggaran 2008 pada Kelompok Pembiayaan Daerah Jenis Pengeluaran 
Pembiayaan Daerah Kode Rekening 1.20.1.20.03 .00.00.6.2.2.02.02. Lembaga 
Keuangan Bank; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a 
dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3826); 

2. Undang-Undang 17 Tahun· 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Namer 4286); · 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Namer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namer 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo1resia Nomor 4503); 

' 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2008; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 08, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 185); · 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 09); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tah1.U1 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Luwu Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tah1.U1 2008 Nomor 10); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tah1.U1 2008 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tah1.U1 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Nomor 187); 

19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tah1.U1 2008 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belapja Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tah1.U1 
2008 Nomor 27); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARATENTANG PENYERTAAN SAHAM 
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA PADA PT. BANK SULSEL 
TAHAP II (KEDUA) TAHUN ANGGARAN 2008. 

Pasal 1 

Penyertaan saham Pemerintah Kabupaten LuWlf Utara pada PT.Bank Sulsel 
Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2008 senilai �p.1.000.000.000,- (Satu Milyar 
Rupiah,-). I 

Pasal 2 

Menunjuk Kepala Dinas Pengelolaan Keuang<lf Daerah selaku Bendahara 
Umum Daerah bertindak untuk dan atas nama .remerintah Kabupaten Luwu 
Utara dalam melaksanakan Penyertaan Saham pada PT. Bank Sulsel. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

Ditetapkan di Masamba, 
pada fanggal, 25 1Jn-e•ier2008 

i 

BUPATI, 

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal, 25 lfn-�•ier 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 

H.A.CHAERUL P ANGERANG 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR: 2e 
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